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BERITA DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

No. 17,2020

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan
dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan
Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Tangerang  Selatan  Nomor 10 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

bahwa dalam rangka percepatan penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah Daerah
perlu memprioritaskan penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah untuk antisipasi
dan penanganan dampak penularan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi  Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Pemerintah
Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan
pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk
kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan
penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
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d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah
Daerah, dalam melakukan langkah antisipasi dan
penanganan dampak penularan COVID-19, Pemerintah
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan
dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;

bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ
dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang percepatan
penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) Serta Pengamanan Daya Beli
Masyarakat Dan Perekonomian Nasional, Pemerintah
Daerah melakukan penyesuaian pendapatan belanja
daerah dan pembiayaan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk
mendanai belanja bidang kesehatan dalam rangka
pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19,
penyediaan jaring pengamanan sosial/social safety net
dan penanganan dampak ekonomi bagi dunia usaha

akibat adanya pandemi Covid-19;

bahwa sehubungan dengan langkah antisipasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan
perubahan  alokasi  pendapatan, belanja  dan
Pembiayaan Sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,
sehingga Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud

dalam huruf a perlu diubabh;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Walikota Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020;



Mengingat

-3-

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008
tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan
di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5533);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan
Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima
Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2016 Pemberian Gaji, Pensiun, Atau
Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara,
dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6207);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6173);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman  Yang  Membahayakan  Perekonomian
Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor [ Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6512);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020
tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 94);

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 902);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana
Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemik Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan
177/KMK.07 /2020 tentang Percepatan Penyesuaian
Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah
Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli
Masyarakat dan Perekonomian Nasional,

Keputusan Gubernur Banten
Nomor 978/Kep.135-Huk/2020 tentang Pemberian
Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun

Anggaran 2020 untuk Penanganan Covid-19;

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan
Nomor 0710) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota  Tangerang Selatan
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota  Tangerang Selatan
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan
Nomor 78);

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Tangerang Selatan Nomor 1211);
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Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi
Daerah pada Bidang Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika (Lembaran Daerah
Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan
Nomor 0612);

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal
Daerah pada Perseroan Terbatas Pembangunan
Investasi Tangerang Selatan (Lembaran Daerah
Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan
Nomor 48);

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran  Daerah Kota  Tangerang  Selatan
Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Tangerang Selatan Nomor 56);

Peraturan Daerah Kota  Tangerang Selatan
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

Peraturan Daerah Kota  Tangerang Selatan
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan Daerah dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Tangerang Selatan Nomor 75);

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan
Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kota Tangerang SelatanTahun 2019 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan
Nomor 111);

Peraturan Walikota Tangerang Selatan
Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan
Tahun 2019 Nomor 60) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020;
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan
Walikota Tangerang Selatan Nomor 59 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 60)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020, diubah sebagai berikut:

a. ketentuan Lampiran [ Ringkasan Perubahan
APBD Berdasarkan Rincian Objek Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan diubah;

b. ketentuan Lampiran II kode  organisasi
nomor 110101 Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan diubah;

C. ketentuan Lampiran II kode  organisasi
nomor 110201 Dinas Kesehatan diubah;

d. ketentuan Lampiran II kode  organisasi
nomor 110202 Rumah Sakit Umum diubah;

e. ketentuan Lampiran II kode  organisasi
nomor 110301 Dinas Pekerjaan Umum diubabh;

f. ketentuan Lampiran II kode  organisasi
nomor 110302 Dinas Bangunan dan Penataan
Ruang diubah;

g. ketentuan Lampiran II  kode  organisasi
nomor 110401 Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan diubah;

h. ketentuan Lampiran II kode organisasi
nomor 110501 Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan diubah;



-11 -

ketentuan Lampiran II  kode  organisasi
nomor 110502 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah diubah;

ketentuan Lampiran II kode  organisasi
nomor 110503 Satuan Polisi Pamong Praja
diubah;

ketentuan Lampiran II kode  organisasi
nomor 110504 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik diubah;

ketentuan Lampiran II kode  organisasi
nomor 110601 Dinas Sosial diubah;

ketentuan Lampiran II kode  organisasi
nomor 120101 Dinas Ketenagakerjaan diubah;

ketentuan Lampiran II kode  organisasi
nomor 120201 Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Keluarga Berencana diubah;

ketentuan Lampiran II kode  organisasi
nomor 120501 Dinas Lingkungan Hidup diubabh;

ketentuan Lampiran II kode  organisasi
nomor 120601 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil diubah;

ketentuan Lampiran II kode  organisasi
nomor 120901 Dinas Perhubungan diubah;

ketentuan Lampiran II kode  organisasi
nomor 121001 Dinas Komunikasi dan
Informatika diubah;

ketentuan Lampiran II kode  organisasi
nomor 121101 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah diubah;

ketentuan Lampiran II kode  organisasi
nomor 121201 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu diubah;

ketentuan Lampiran II kode  organisasi
nomor 121301 Dinas Pemuda dan Olahraga
diubah;

ketentuan Lampiran II kode  organisasi
nomor 121701 Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah diubah;

ketentuan Lampiran II  kode  organisasi
nomor 200201 Dinas Pariwisata diubah;



aa.

bb.

CcC.

dd.

€e.

ff.

g8.

hh.

ii.

3

kk.

- 12 -

ketentuan Lampiran II  kode  organisasi
nomor 200301 Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan diubah;

ketentuan Lampiran II  kode  organisasi
nomor 200401 Dinas Perindustrian dan
Perdagangan diubah;

ketentuan Lampiran II  kode  organisasi
nomor 300101 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah diubabh;

ketentuan Lampiran II kode  organisasi
nomor 300201 Badan Pendapatan Daerah
diubah;

ketentuan Lampiran II kode  organisasi
nomor 300202 Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah diubah;

ketentuan Lampiran II kode  organisasi
nomor 300301 Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan diubah;

ketentuan Lampiran II kode  organisasi
nomor 300501 Sekretariat DPRD diubah;

ketentuan Lampiran I kode  organisasi
nomor 30060101 Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah diubah;

ketentuan Lampiran I kode  organisasi
nomor 30060102 Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah diubah;

ketentuan Lampiran I kode  organisasi
nomor 30060103 Bagian Organisasi dan Kinerja
Aparatur Sekretariat Daerah diubabh;

ketentuan Lampiran II kode  organisasi
nomor 30060104 Bagian Perekonomian
Sekretariat Daerah diubah;

ketentuan Lampiran II kode  organisasi
nomor 30060105 Bagian Pembangunan
Sekretariat Daerah diubah;

ketentuan Lampiran II  kode  organisasi
nomor 30060106 Bagian Hukum Sekretariat
Daerah diubah;

ketentuan Lampiran II  kode  organisasi
nomor 30060107 Bagian Umum dan Protokol
Sekretariat Daerah diubah;
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ketentuan Lampiran II  kode  organisasi
nomor 30060108 Bagian Rumah Tangga dan
Perlengkapan Sekretariat Daerah diubah;

. ketentuan  Lampiran I kode organisasi

nomor 30060109 Bagian Keuangan dan

Perencanaan Sekretariat Daerah diubabh;

ketentuan Lampiran II  kode  organisasi
nomor 30060102 Bagian Layanan dan

Pembangunan Sekretariat Daerah diubah;

ketentuan Lampiran II  kode  organisasi
nomor 300701 Inspektorat diubah;

ketentuan Lampiran II kode  organisasi

nomor 300801 Kecamatan Ciputat diubah;

ketentuan Lampiran II kode  organisasi

nomor 300802 Kecamatan Ciputat Timur diubah,;

ketentuan Lampiran [II kode  organisasi

nomor 300803 Kecamatan Pamulang diubah;

ketentuan Lampiran II kode  organisasi

nomor 300804 Kecamatan Serpong diubah;

ketentuan Lampiran II kode  organisasi

nomor 300805 Kecamatan Serpong Utara diubah;

ketentuan Lampiran I kode  organisasi

nomor 300806 Kecamatan Pondok Aren diubah;

ketentuan Lampiran II kode  organisasi

nomor 300807 Kecamatan Setu diubah; dan

ketentuan Lampiran III huruf A Daftar Nama
Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah

Yang Diterima.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1

huruf a tercantum dalam Lampiran I, ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b

sampai dengan huruf vv tercantum dalam Lampiran II,

dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1

huruf ww tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.
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Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang

Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 13 Mei 2020

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd.

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Clputat,ql4 Mei 2020
S@KRE{ITARIAT\DAERAH

KOPATA

NG~ SELATAN

Ke ala Bag;& I—Ihlkum

Al

Mohammad Ervin Ardani



